
 

37 
 

BAB V  

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya apa yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian serta 

pembahasan yang ada, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan hasil survei kondisi lalu lintas eksisting Bus pada kawasan 

Teminal Bunder pada hari pertama survei didapatkan data jumlah 

kendaraan bus akdp trayek Surabaya-Bojonegoro sejumlah 23 

kendaraan, dihari kedua jumlah kendaraan bus berkurang menjadi 20 

kendaraan Sehingga terjadi penurunan total penumpang dari 456 

menjadi 413 total penumpang. Persentase kendaraan yang beroperasi 

pada trayek Surabaya - Bojonegoro di Terminal Bunder sebesar 42%. 

Hal ini dapat diamati dari perilaku angkutan umum yang tidak beroperasi 

karena adanya peraturan PPKM dan PSBB. Sehingga sebagian angkutan 

umum memilih untuk lebih dulu berhenti beroperasi atau mengurangi 

jumlah armada yang beroprasi. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan angkutan umum Kinerja bus akdp 

trayek Surabaya-Bojonegoro salah satunya dapat dilihat dari nilai load 

factor yaitu 34% yang bisa dikategorikan sedang. Pada trayek Bus AKDP 

Surabaya-Bojonegoro Untuk kecepatan perjalanan adalah 38,9 km/jam 

dengan waktu tempuh rata-rata 55 menit. Waktu pelayanan bus adalah 

antara jam 05.30-19.30 WIB dengan waktu tunggu penumpang rata-rata 

31 menit. Dikarenakan adanya covid-19 serta pembatasan kapasitas 

penumpang sejumlah 50%, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan 

dari kinerja bus tersebut bisa dilihat dari load factor rata-rata yang 

sebelum pandemi yaitu 65,2% (Rachmawati,2016.) menjadi 34%. Untuk 

kinerja pelayanan angkutan umum trayek Ketika pandemi covid-19 

dengan total nilai 15  yaitu dikategorikan sedang. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengembangan desain penelitian lanjutan tentang kinerja 

pelayanan angkutan umum dari persepsi pengguna angkutan umum, 

pemilik angkutan umum maupun instansi yang menangani operasional 

angkutan umum baik secara keselamatan dan kesehatan penumpang, 

terkait adanya pandemi covid-19.  

2. Untuk instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan angkutan umum 

agar membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan 

akademisi untuk terus melakukan penelitian maupun diskusi guna 

menemukan solusi mengatasi permasalahan angkutan umum dan 

manajemen transportasi yang baik pada masa pandemi covid-19. 

Sehingga bisa menjadi acuan bagi Pemerintah dalam membuat 

peraturan-peraturan terbaru. 
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